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KEPUTUSAN BIJPATI SIJMEDANG

Nomor : 421l(ep.128-Drsdik/2010
Lampiran : -

TENTANG

PENETA}AN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PAMTJLIHAN
FILIAL SEKOI/.H MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 PAMULIITAN

MENJADI SEKOI-AI.I MENENGAI{ PERTAMA (SMP) NEGERI 2 PAMT'LIHAN
KABUPATEN SUMEDANG

Menimbaag

BUPATI SIIMEDANG,

bahwa sekolah merupakan salah satu sarana lmtuk meningkatksd dan
mengembangkan ilmu pengetahua4 ketelampilaD? pengelemn" dan
kepribadian para siswa;

bah$a salah satu upaya unluk memperluas dan meningkatkan
pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu khususnya jenjang
pendidikan menengah di Kecamatan Pamuliha!, perlu peniagkalan
status Sekolah Meneagah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihao Filial
Sekolah Me&ngah Pertarna (SMP) Negeri I P,nrlil'an loedjadi
Sekotah Menergah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihaq

bahvra berdasarkao pertimbaaga{ s€bagaimana dima}sud dalam huruf a
dan huruf b, pedu menetapkan Keputusan Bupati tetrta[g Penetapan
Sekolah Meoeng.h Pefiaea (SMP) Negeli 2 Pamulihan Ffial Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri I Pamulihatr Menjadi Sekolah
Meneqah Pertana (SMP) Neged 2 Psmulihrn Kabupatetr Suncedrng;

Undang-Undarg Nomor 14 Tahun 1950 tedang Peflbentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Ba.rat
sebagaimana telah diubah deogan Uadatrg-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaleo
Subang dengao msngubah Undang-Undang Nomor 14 Tahrm 1950
teatang Pembetrtukd Daerah-Daerah Kabupaten dalam LingkungaD
Propiisi Djaua Barat;

Undang-Uddadg Nomor l7 Tahun 2003 tenlatrg Keuangan Neg€ra;

Undang-Undang Nomor 20 Tahrm 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

4- Undang-Undalg Nomor I Tahlm 2004 tedang Perbendabaraan Negara;
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentarg Pemsdksaan
Pengelolaen dan Tanggungjawab Keuangan Negar4

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daqah
sebagaimana lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Udang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undarg Nomor 32 Tahun 20M tentaog Pemedntahan Daenh;

7. Undang-Urdang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara PemeriDtah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahuo 1990 tentang Pendidikan Dasar

sebagaimaoa telah diubah dengan Pemturan Pemerintah Nomo! 55

Tahun 1998 tentang Perubahau Atas Peratura4 Pemerintah Nomor 28

Tahutr I 990 tentang Pendidikan Dasar;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahm 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daenh;

1 I . Peiaturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang P€mbegiaa Urusen

Pemerintahan ankxa Pemelintah, Pemedntahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah KabupatedKota;

12, Keputusan Mented Pendidikatr Nasional Nomor 60rul2002 tentang

Pendtian Sekolah;

13. Penturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dergan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahm 2007 tenlang

Perubahan At s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahul2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sume-dang Nomor 3 Tahun 2005 tenlang

Penyelengganan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;

15. Perahr$n Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahul 2008 tentang
Tata Cara Penyrsunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomol 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemedntahan Kabupaten Sure'{ang;

17. Pemhrmn Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

sebageimana telah diubah dengao Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomol 2 Tahuu 2010 tentaBg Perub'han Atas Peraturan

Daerah Kabupatd Sumedang Nomor 8 Tahuo 2008 tentang

Pembetrtukan OrgaDisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedsng;

Dokumen Pendfuian SMP Neged 2 Pamulihan Kabupaten Sumedang;Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Sekolah Meneagah Pertama (SMP) Negeri 2 Pamulihan Filial Sekolah

Menengab Perta;6 (SMP) Negeri I Pamuliban oenjadi Sekolah Mercagab
Pertama (SMP) Negffi 2 Pamulih,n Kabupatqn Sumedang.



SDUA

ETTGA

ETIGA

: Kegiatan belajar meagajar pada Sekolah Menengah pertama (SMp) Negeri
2 Pamulihan Kebupeten Sumedang sebogaimana dimeksud dikhrm
KESATU bcrtempat di Sekolah Men€ngah Pefiama (SMp) Negeri 2
Pamulihan Jl. Cikobkol Desa Cigendel Kecamatan pamulihan KabupatFr
Sumed"ng

: Biala untuk pembangrmau Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Meneugah
Perrama (SMP) Negeri 2 Pamulihan bersumber dari Anggann Pendapatan
dau Belarla Negara Tahun Arygaran 2007.

: Keputusan ini mulai bedaku pada anggal ditetapkan.

ALINAN:

Yth. Mented Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
Yth. Mented Peadidikan N3sional di Jakarta;
Yth- Menteri Dalam Negeri di Jakartat
Yth. Gubemur Jara Bamt di Banduug;
Yth. Kepala Dnaq Pendidikan Prcvinsi Jawa Barat di Bandung;
YtlL Ketua Dewan Perwakilan Raklrt Daemh Kabupatan Sumedang;
Ytb- Wakil BWdi Sumedang;
Yth, Kepala Satuan Kerja Perdngkat Da€rsh Kebupaten Sunedang terkait;
Yth. Ketua Dewao Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Maret 2O1O
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